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Abstract 
 

This study examines the normative construction of post-divorce child maintenance in two 

legal systems that apply in Indonesia, namely civil law (KUHPerdata) applied by the District 

Court and Islamic law (Compilation of Islamic Law) applied by the Religious Court. The 

method used is a comparative juridical-normative approach with a legislative, conceptual, 

comparative law, and case approach to the 2020–2024 verdict. The results of the study show 

two findings. First, both legal systems place child support obligations as an inherent 

obligation on parents, especially fathers, and are not erased by divorce (Pasal 298 

KUHPerdata; Pasal 156 huruf d KHI; Pasal 41 UU Perkawinan). Second, the difference lies 

in the theoretical doctrine, namely civil law constructs it as an inherent and reciprocal 

alimentatieplicht, while Islamic law discusses it through the doctrine of lil-intifa' versus lit-

tamlik which had been the basis for the rejection of the lawsuit in the Decision MA No. 608 

K/AG/2003, before being reconstructed through SEMA No. 2 Tahun 2019. 
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I. PENDAHULUAN 

 Perceraian melahirkan rangkaian akibat perdata yang kompleks, terutama menyangkut 

hak anak. Indonesia menempatkan perlindungan anak sebagai konsensus konstitusional 

dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Namun, data Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama tahun 2024 mencatat hampir 500.000 perkara perceraian diputus Pengadilan Agama 

dengan lebih dari satu juta anak terdampak, dan hanya 11,19 persen putusan yang memuat 

akibat perceraian berupa hak perempuan dan anak (Maretna et al, 2026). Kondisi ini 

mengindikasikan kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik perlindungan hak 

ekonomi anak. 

 Salah satu wujud konkret hak ekonomi anak adalah nafkah madhiyah anak, yaitu 

nafkah lampau yang dilalaikan ayah ketika anak masih dalam tanggungannya. Persoalan 

menjadi kompleks karena Indonesia menganut pluralitas hukum keluarga. Bagi warga 

Muslim, perceraian dan akibat hukumnya diselesaikan di Pengadilan Agama berdasarkan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 

tentang Perkawinan. Bagi warga non-Muslim, perkara diselesaikan di Pengadilan Negeri 

berdasarkan KUHPerdata dan UU Perkawinan (Syaifuddin, Turatmiyah, & Yahanan, 2022). 

 Dalam hukum perdata, kewajiban orang tua menafkahi anak dikenal sebagai 

alimentatieplicht yang diatur dalam Pasal 298 KUHPerdata. Ketentuan ini menegaskan 

bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang masih di bawah umur, dan 

kehilangan kekuasaan orang tua tidak membebaskan kewajiban tersebut. Pasal 320–328 

KUHPerdata melengkapi konstruksi alimentasi sebagai hubungan timbal balik antara orang 

tua dan anak. Pasal 41 UU Perkawinan menegaskan kewajiban memelihara anak tidak 

terhapus oleh putusnya perkawinan (Sinaga, Hasan, & Permono, 2020). Sedangkan dalam 

hukum Islam, kewajiban nafkah anak bersumber dari Surat Al-Baqarah ayat 233. Doktrin 

fiqh klasik memuat perdebatan apakah nafkah anak yang lewat masanya bersifat lil-intifa' 

(untuk pemanfaatan, sehingga gugur jika tidak ditagih pada waktunya) atau lit-tamlik (utang 

yang tetap mengikat). Perdebatan ini memiliki implikasi langsung terhadap dapat atau 

tidaknya nafkah lampau anak digugat—persoalan yang baru mendapat titik terang melalui 

SEMA No. 2 Tahun 2019 (Kholid et al., 2022; Mansari, Sari, & Muthalib, 2022). Elaborasi 

lebih lanjut mengenai perdebatan doktrinal ini dibahas pada bagian Hasil dan Pembahasan. 

 Beberapa penelitian terdahulu telah membahas nafkah anak dari masing-masing 

sistem. Safitri dan Ahmad (2024) mengkomparasikan tanggung jawab orang tua atas nafkah 

pasca perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif. Harvin dan Priandhini (2021) 

menelaah pengaturan UU Perkawinan, sementara Rasidi et al. (2024) mengkaji perlindungan 

hukum atas anak yang tidak dipenuhi nafkahnya. Namun, kajian-kajian tersebut belum 

menelaah komparasi spesifik nafkah madhiyah anak sebagai konstruk hukum tersendiri, 

terutama pasca SEMA No. 2 Tahun 2019 dan SEMA No. 5 Tahun 2021. Berdasarkan uraian 

di atas, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah: (1) Bagaimana konstruksi 

konseptual nafkah madhiyah anak dalam hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia dan 

(2) Bagaimana perbandingan pengaturan normatif dan mekanisme penuntutannya pada kedua 

sistem hukum. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

mengkomparasikan konstruksi konseptual, pengaturan normatif, serta mekanisme penuntutan 

dan pertimbangan hakim. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif (legal-doctrinal research) 

dengan pendekatan komparatif. Empat pendekatan dipergunakan secara komplementer. 

Pertama, pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah KUHPerdata khususnya Pasal 

230–232 dan 298–329; UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan; UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; KHI (Inpres No. 1 Tahun 
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1991); PERMA No. 3 Tahun 2017; serta SEMA No. 7 Tahun 2012, No. 3 Tahun 2015, No. 4 

Tahun 2016, No. 3 Tahun 2018, No. 2 Tahun 2019, dan No. 5 Tahun 2021. Kedua, 

pendekatan konseptual, dengan menelusuri konsep alimentatieplicht dalam tradisi hukum 

perdata kontinental serta konsep nafaqah, ḥaḍānah, lil-intifa', dan lit-tamlik dalam khazanah 

fiqh. Ketiga, pendekatan perbandingan hukum (functional comparative law), dengan 

mengontraskan konstruksi normatif dan praktik judicial pada kedua sistem secara fungsional. 

Keempat, pendekatan kasus, dengan menganalisis Putusan MA No. 608 K/AG/2003 sebagai 

landmark decision yang membentuk paradigma awal penolakan nafkah madhiyah anak, dan 

putusan Pengadilan Agama tahun 2020–2024, antara lain Putusan No. 

744/Pdt.G/2020/PA.Btl, No. 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg, No. 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo, dan 

No. 333/Pdt.G/2023/PA.Mmj. Keempat putusan ini dipilih secara purposif karena 

merepresentasikan variasi amar putusan dari pengabulan hingga penolakan serta mencakup 

perkara cerai talak maupun cerai gugat di berbagai yurisdiksi. 

Bahan hukum primer (peraturan dan putusan), sekunder (buku dan jurnal lima tahun 

terakhir), dan tersier (kamus dan ensiklopedia) dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan 

penelusuran direktori putusan Mahkamah Agung. Analisis dilakukan secara kualitatif-

preskriptif dengan langkah deskripsi, sistematisasi, interpretasi, evaluasi komparatif, dan 

argumentasi normatif. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Konstruksi Konseptual Nafkah Madhiyah Anak 

a. Nafkah Anak dalam Hukum Perdata: Kewajiban Alimentasi (Alimentatieplicht) 

Hukum perdata Indonesia mengenal kewajiban orang tua memelihara dan mendidik 

anak melalui konsep alimentatie atau onderhoud. Pasal 298 ayat (2) KUHPerdata 

menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang masih di bawah 

umur, dan kehilangan kekuasaan orang tua tidak membebaskan kewajiban memberi 

tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Pasal 320–328 KUHPerdata melengkapi 

konstruksi ini dengan menempatkan alimentasi sebagai hubungan timbal balik dalam garis 

sedarah lurus. Sinaga, Hasan, dan Permono (2020) menegaskan bahwa konstruksi alimentasi 

dalam KUHPerdata bersifat inheren dan tidak gugur dengan perceraian. Pasal 230 

KUHPerdata mengatur putusan perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua 

memberikan nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan kepada anak. Pasal 41 huruf b UU 

Perkawinan menegaskan tanggung jawab ayah atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan anak. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia tidak mengenal doktrin lil-

intifa' sebagai dasar untuk menggugurkan tagihan nafkah lampau anak. Setiap nafkah yang 

seharusnya diberikan namun dilalaikan secara prinsip dapat dituntut sebagai utang yang 

mengikat (Maretna et al., 2026). 

b. Nafkah Anak dalam Hukum Islam: Kewajiban Syar'iy dan Doktrin Lil-Intifa' vs. Lit-

Tamlik 

Hukum Islam meletakkan kewajiban nafkah anak (nafaqah al-aulād) sebagai 

kewajiban syar'iy yang berakar dari Al-Baqarah ayat 233 dan Ath-Thalaq ayat 6–7. Dalam 

fiqh klasik, kewajiban ini meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan hingga 

anak mandiri secara ekonomi. Konsep ḥaḍānah (pengasuhan) dan nafaqah (nafkah) saling 

berkaitan namun terpisah: hak ḥaḍānah biasanya dipegang ibu untuk anak yang belum 

mumayyiz, sementara beban nafkah tetap melekat pada ayah (Pasal 105 jo. Pasal 156 KHI; 

Ramdani & Syafitri, 2021). Persoalan menjadi kompleks ketika berbicara nafkah madhiyah 

anak. Dalam hal ini muncul perdebatan klasik dalam fiqh muqaran. Pendekatan pertama, 

sebagaimana dirujuk Putusan MA No. 608 K/AG/2003, menempatkan nafkah anak sebagai 

lil-intifa' (untuk pemanfaatan), bukan lit-tamlik (untuk kepemilikan). Konsekuensinya, jika 

waktunya terlewat tanpa putusan hakim, kewajiban dianggap gugur dan tidak dapat digugat. 
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Pendekatan ini bersandar pada Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili Juz 

7 hlm. 829 (Kholid et al., 2022). Pendekatan kedua memandang nafkah anak sebagai dayn 

(utang) yang tetap mengikat ayah meskipun lewat masanya, terutama jika ayah sengaja 

melalaikan kewajibannya. Argumentasinya bersandar pada maqāṣid al-sharī'ah, khususnya 

ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), yang menuntut perlindungan substansial terhadap hak 

hidup dan tumbuh kembang anak (Safitri & Ahmad, 2024). Pendekatan kedua ini lebih 

selaras dengan semangat perlindungan anak sebagaimana diamanatkan UU No. 35 Tahun 

2014 dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, sehingga secara normatif 

lebih dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum keluarga modern. 

c. Sintesis Konseptual: Persamaan dan Perbedaan 

Komparasi konseptual menunjukkan konvergensi pada level prinsip: kedua sistem 

mewajibkan ayah (atau orang tua dalam arti luas) menafkahi anak hingga dewasa, dan 

kewajiban tersebut tidak hapus oleh putusnya perkawinan. Perbedaannya terletak pada 

arsitektur teoretis. Hukum perdata menempatkan nafkah anak sebagai bagian alimentasi yang 

inheren, otomatis, dan reciprocal tanpa diferensiasi doktrinal antara nafkah pada saat dan 

nafkah lampau. Hukum Islam, sebaliknya, mengenal kategori nafkah madhiyah sebagai 

entitas tersendiri dengan status tagih yang bergantung pada perdebatan lil-intifa' vs. lit-tamlik. 

Konsekuensi praktis dari perbedaan ini signifikan. Dalam hukum perdata, nafkah lampau 

anak dapat dituntut sebagai utang biasa. Dalam hukum Islam, kemampuan menggugat nafkah 

lampau baru terbuka secara substantif setelah pergeseran paradigma melalui SEMA No. 2 

Tahun 2019. (Mansari et al., 2022; Yusoff, Eliyanah, & Nasih, 2024). 

 

2. Pengaturan Normatif Nafkah Madhiyah Anak 

a. Sumber Hukum dan Yurisdiksi 

Sumber hukum nafkah anak dalam sistem hukum perdata bersifat berlapis. UU 

Perkawinan dan UU Perlindungan Anak berlaku universal. Untuk warga non-Muslim atau 

yang tunduk pada KUHPerdata, kekuasaan orang tua, perwalian, dan alimentasi diatur dalam 

Buku Kesatu KUHPerdata. Yurisdiksi memutus perkara berada pada Pengadilan Negeri 

(Pasal 207 dan 208 KUHPerdata jo. Pasal 39–41 UU Perkawinan). Bagi warga Muslim, 

sumber hukum nafkah anak adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kaidah fiqh yang dipositivasi 

melalui KHI. Pasal 80 ayat (4) huruf b KHI menyatakan biaya rumah tangga, pemeliharaan, 

dan pengobatan anak ditanggung suami. Pasal 105 huruf c menegaskan biaya pemeliharaan 

ditanggung ayah. Pasal 156 huruf d menegaskan bahwa semua biaya ḥaḍānah dan nafkah 

anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai 

anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Yurisdiksi memutus berada 

pada Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir 

dengan UU No. 50 Tahun 2009 (Solihandracem & Yasniwati, 2023; Susan Yuliani & 

Mardius, 2023). 

b. Substansi Pengaturan dan Subjek Penanggung Beban 

Pada level substansi, dapat diidentifikasi konvergensi sekaligus divergensi. Hukum 

perdata, melalui Pasal 298 ayat (2) KUHPerdata jo. Pasal 41 dan 45 UU Perkawinan, 

menempatkan kewajiban nafkah pada "orang tua" secara umum, dengan praktik yang 

menempatkan ayah sebagai penanggung utama. Apabila ayah tidak mampu, Pasal 41 huruf b 

UU Perkawinan mengizinkan pengadilan menentukan ibu ikut memikul biaya. Sinaga et al. 

(2020) di Pengadilan Negeri Jambi mendapati bahwa praktik penetapan beban nafkah sangat 

bergantung pada bukti kemampuan finansial dan diskresi kontekstual hakim. Hukum Islam, 

melalui KHI Pasal 156 huruf d, menempatkan beban pada "ayah menurut kemampuannya". 

Pasal 156 huruf f memungkinkan beralihnya beban kepada ibu apabila ayah tidak mampu. 

Pasal 105 menetapkan ambang umur 21 tahun atau hingga anak menikah, sejajar dengan 

ambang meerderjarig 21 tahun dalam KUHPerdata (Pasal 330). Terdapat keserasian batas 
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usia kewajiban pada kedua sistem yang dapat menjadi titik harmonisasi (Harvin & 

Priandhini, 2021; Rahmawati, 2024). 

c. Pergeseran Paradigma Doktrin Nafkah Madhiyah Anak dalam Hukum Islam 

Selama hampir satu setengah dasawarsa, praktik peradilan agama dipengaruhi Putusan 

MA No. 608 K/AG/2003 yang menolak gugatan nafkah madhiyah anak dengan alasan 

kewajiban ayah bersifat lil-intifa', bukan lit-tamlik (Kholid et al., 2022). Mahkamah Agung 

kemudian melakukan pergeseran paradigma melalui rangkaian SEMA. SEMA No. 7 Tahun 

2012 menggariskan kriteria penentuan nafkah dengan mempertimbangkan kemampuan suami 

dan kepatutan. SEMA No. 3 Tahun 2015 angka 10 dan 11 memperkuat ketentuan bahwa 

nafkah anak adalah kewajiban orang tua. SEMA No. 4 Tahun 2016 angka 5 memberi 

kewenangan ex officio kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan nafkah anak. SEMA No. 

3 Tahun 2018 menetapkan hakim wajib mempertimbangkan keadilan dan kepatutan dengan 

menggali kemampuan suami dan kebutuhan dasar istri/anak. Puncak pergeseran terjadi pada 

SEMA No. 2 Tahun 2019, Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a: "Nafkah lampau 

(madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau oleh 

orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut." Penegasan ini diperkuat SEMA No. 5 

Tahun 2021 huruf a yang membuka ruang istri mengajukan permohonan penetapan sita harta 

milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak (Mansari et al., 2022). Dengan 

pergeseran ini, hukum Islam yang dipositivasi di Indonesia secara substantif mendekati posisi 

hukum perdata. Yusoff et al. (2024) menilai transformasi ini mencerminkan progresivitas 

hukum keluarga Islam Indonesia menuju keadilan substantif yang child-responsive. 

 

3. Mekanisme Penuntutan dan Pertimbangan Hakim 

a. Pengadilan Negeri: Pendekatan Alimentasi 

Pada Pengadilan Negeri, gugatan nafkah anak pasca perceraian dapat diajukan 

melalui dua mekanisme: pertama, sebagai bagian petitum dalam gugatan perceraian; kedua, 

sebagai gugatan tersendiri pasca perceraian. Dasar hukumnya adalah Pasal 298 ayat (2) jo. 

Pasal 230 bis dan 322 KUHPerdata, juncto Pasal 41 dan 45 UU Perkawinan. Hakim 

Pengadilan Negeri menggali fakta kemampuan finansial mantan suami melalui slip gaji, surat 

keterangan penghasilan, bukti kepemilikan, atau keterangan saksi (Sinaga et al., 2020). 

Pendekatan hakim Pengadilan Negeri umumnya bersifat formal-prosedural dengan asas 

"yang menggugat harus membuktikan" (Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR). 

Pengadilan Negeri cenderung memberikan diskresi yang lebih sempit dibandingkan 

Pengadilan Agama, karena tidak ada SEMA khusus yang mengikat hakim umum untuk 

pendekatan responsif gender dan ramah anak sebagaimana SEMA No. 2 Tahun 2019 dan 

PERMA No. 3 Tahun 2017.  

b. Pengadilan Agama: Pendekatan Substantif Responsif 

Pada Pengadilan Agama, mekanisme penuntutan nafkah madhiyah anak ditempuh 

melalui tiga jalur sesuai SEMA No. 5 Tahun 2021: pertama, gugatan rekonvensi dalam 

perkara cerai talak; kedua, kumulasi objektif dengan gugatan perceraian sebagaimana 

diizinkan Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama; ketiga, gugatan tersendiri pasca putusan 

perceraian berkekuatan hukum tetap. Dharmawan dan Wijayanto (2023) dalam analisis 

Putusan PA Bantul No. 744/Pdt.G/2020/PA.Btl menemukan keunikan ketika gugatan nafkah 

madhiyah untuk istri dan anak diajukan bersama gugatan perceraian dalam perkara cerai 

gugat dan dikabulkan majelis hakim. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dipandu dua 

parameter sesuai SEMA No. 3 Tahun 2018: rasa keadilan/kepatutan dan fakta kemampuan 

suami dengan kebutuhan dasar anak. Solihandracem dan Yasniwati (2023) dalam analisis 

Putusan PA Padang No. 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg menemukan bahwa hakim 

mempertimbangkan penghasilan suami dan kebutuhan hidup anak dengan prinsip keadilan 

substantif. Akan tetapi, masih ditemukan inkonsistensi. Putusan MS Meulaboh No. 
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251/Pdt.G/2021/MS.Mbo menolak gugatan nafkah madhiyah istri dan anak. Sementara itu, 

Putusan PA Mamuju No. 333/Pdt.G/2023/PA.Mmj tidak menetapkan kewajiban nafkah 

dalam perkara cerai gugat berdasar KDRT (Mansari et al., 2022; Maulana & Safitri, 2024). 

c. Asas Kepentingan Terbaik Anak sebagai Titik Temu 

Asas the best interest of the child merupakan jembatan paling kuat antara kedua 

sistem hukum. Asas ini diakomodasi dalam Pasal 2 huruf b UU Perlindungan Anak dan 

PERMA No. 3 Tahun 2017 yang mengikat hakim peradilan umum maupun agama. Dalam 

hukum perdata, asas ini sejalan dengan doktrin patria potestas yang mengutamakan 

kepentingan anak dalam menentukan kekuasaan orang tua. Dalam hukum Islam, asas ini 

selaras dengan ḥifẓ al-nasl sebagai bagian maqāṣid al-sharī'ah. Maulana dan Safitri (2024) 

dalam kajiannya tentang maslahah mursalah atas hak asuh bersama menggarisbawahi bahwa 

kepentingan anak harus diutamakan dalam ḥaḍānah maupun pengaturan beban ekonomi 

pasca perceraian. Internalisasi konsisten asas ini berpotensi memperkuat perlindungan anak 

yang seragam lintas yurisdiksi. 

 

IV.  KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik tiga simpulan pokok. Pertama, hukum perdata 

dan hukum Islam memiliki konvergensi substantif dalam menempatkan nafkah anak sebagai 

kewajiban orang tua terutama ayah yang tidak gugur akibat perceraian. Hukum perdata 

mengkonstruksinya sebagai alimentatieplicht yang inheren dan resiprokal (Pasal 298 dan 

320–328 KUHPerdata), sedangkan hukum Islam mengkonstruksinya sebagai kewajiban 

syar'iy berdasarkan Al-Baqarah: 233 yang dipositivasi dalam Pasal 80, 105, dan 156 KHI. 

Perbedaan terletak pada dimensi doktrinal yaitu doktrin lil-intifa' vs. lit-tamlik dalam hukum 

Islam sempat membatasi tagihan nafkah madhiyah anak (Putusan MA No. 608 K/AG/2003), 

sementara hukum perdata tidak mengenal pembatasan serupa. Kedua, praktik peradilan pada 

kedua jalur menunjukkan disparitas. Pengadilan Negeri menerapkan pendekatan formal-

prosedural berdasarkan KUHPerdata dan UU Perkawinan, sedangkan Pengadilan Agama 

melalui SEMA No. 2 Tahun 2019 dan No. 5 Tahun 2021 mengadopsi pendekatan substantif-

progresif berbasis asas kepentingan terbaik anak yang secara substantif mendekatkan posisi 

hukum Islam kepada hukum perdata dalam pengakuan hak nafkah lampau anak. 
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